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Abstract

This scientific papers written about juridical analysis of the deadline to file claim compensation in criminal procedural law. This scientific paper use normative research method using a statutory approach. In the criminal code procedures has provided right to the suspect or heirs or acussed or convicted person to file claim compensation, but it is not explicitly set deadline to file claim compensation, so that it will have an impact on the legal uncertainly. Through the Government Ordinance of Indonesia Republic, Number 27 of 1983 on Implementation The Criminal Code Procedures has been providing answer regarding the deadline for filling compensation not previously unregulated in the criminal code procedures. The act as reffered in article 95 in the criminal code procedures of making claims compensation given within three (3) months after the court decision is legally enforceable and the case that was stopped at legal of investigation and prosecution of the deadline for filling a claim compensation is three (3) months counted since notice of the pretrial hearing. 
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Abstrak

Penulisan makalah ilmiah ini membahas tentang analisis yuridis mengenai batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam hukum acara pidana. Makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka atau ahli warisnya atau terdakwa ataupun terpidana untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, namun secara eksplisit tidak diatur mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian sehingga hal tersebut akan berdampak pada tidak ada kepastian hukum. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah memberikan jawaban mengenai batas waktu pengajuan ganti kerugian yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP pengajuan tuntutan ganti kerugian diberikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap serta terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian adalah 3 bulan dihitung sejak pemberitahuan penetapan praperadilan. 
Kata Kunci :  Ganti kerugian, Batas waktu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 dan Kepastian hukum
I. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG 

KUHAP menganut sistem pemeriksaan acquisitoir, yang berarti sistem dan cara pemeriksaannya lebih manusiawi dengan menghargai, menghormati dan melaksanakan hak-hak asasi manusia. Dalam pemeriksaan dengan cara ini, si terperiksa bukan lagi objek, tetapi subjek yang memiliki hak-hak selaku tersangka ataupun terdakwa.
 Dalam perkembangan hukum yang menjadi manusiawi itulah maka sistem acquisitoir dapat dikatakan menjadi legitimasi terhadap adanya perlindungan dan pernghormatan HAM bagi tersangka atau terdakwa yang secara tegas diatur di dalam hukum acara pidana.
  

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat.
 Namun, masalah ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP, masih belum sempurna karena hanya terdiri dari dua (2) pasal saja yaitu Pasal 95 dan 96 KUHAP serta belum mengatur secara keseluruhan mengenai masalah ganti kerugian seperti mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian. Sehingga hal tersebut akan berdampak tidak memberikan atau mengaburkan kepastian hukum. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam suatu bentuk makalah ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Batas Waktu Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Hukum Acara Pidana”.
1.2 TUJUAN
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam hukum acara pidana yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN


Metode penelitian penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan.
 Oleh karena menggunakan metode penelitian normatif maka bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan
2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 BATAS WAKTU PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
Menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP, bahwa ganti kerugian adalah “hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” 
Apabila memperhatikan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui  permintaan ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang merupakan hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Selanjutnya Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP menambahkan bahwa terpidana atau tersangka atau ahli warisnya juga mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.
Adapun alasan permintaan ganti kerugian, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22, Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP serta Pasal 77 huruf b KUHAP adalah karena sebagai berikut :
1. Penangkapan yang tidak sah

2. Penahanan yang tidak sah

3. Tindakan lain tanpa alasan Undang-Undang

4. Dituntut dan diadili tanpa alasan Undang-Undang

5. Penghentian penyidikan atau penuntutan

Masalah ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP, masih tergolong belum sempurna karena hanya terdiri dari dua (2) pasal saja yaitu Pasal 95 dan 96 KUHAP serta belum mengatur secara keseluruhan mengenai masalah ganti kerugian. Salah satu masalah yang belum diatur adalah mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian. 
Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah memberikan jawaban mengenai batas waktu pengajuan ganti kerugian yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP dan secara eksplisit batas waktu tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Adapun tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian telah ditetapkan dalam waktu 3 bulan, akan tetapi cara memperhitungkannya, Pasal 7 membedakan antara:

1. Tuntutan ganti kerugian berdasar pasal 95

Tuntutan ganti kerugian berdasar alasan yang disebut dalam Pasal 95 meliputi alasan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang; atau tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang; atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, jangka waktu pengajuan yang dibenarkan ialah;

· 3 bulan

· Terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.

2. Tuntutan ganti kerugian berdasar alasan yang disebut dalam pasal 77 huruf b.

Terhadap tuntutan ganti kerugian berdasar alasan yang disebut dalam Pasal 77 huruf b yakni tuntutan ganti kerugian atas alasan penghentian penyidikan atau penuntutan, jangka tenggang waktu pengajuannya:

· 3 bulan,
· Terhitung dari sejak saat pemberitahuan penetapan Praperadilan

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP merupakan suatu peraturan yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang masih kurang mengenai masalah ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP khususnya mengenai batas waktu tuntutan ganti kerugian. Penentuan batasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian dimaksudkan agar proses penyelesaian pengajuan tuntutan ganti kerugian tidak memakan waktu yang cukup lama sehingga dapat menjamin kepastian hukum.
III KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah memberikan jawaban mengenai batas waktu pengajuan ganti kerugian yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP pengajuan tuntutan ganti kerugian diberikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap serta terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan maka batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian adalah 3 bulan dihitung sejak pemberitahuan penetapan praperadilan. 
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